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Abstract: Indonesia is a maritime country because the lands in Indonesia are surrounded by
oceans, so it has the potential that can be developed through the fisheries sector. The fisheries
sector can be well developed by investing both foreign and domestic investors. The government
has opened the widest possible opportunities for investors since the enactment of Law Number
11 of 2020 concerning Job Creation, so that the fisheries sector in Indonesia can get more
attention for foreign investors, because foreign investment can advance the economy in order
to realize national development. Therefore, it is hoped that this change in regulations for the
fisheries sector can produce maximum results for Indonesia’s economic progress through new
procedures implemented and supervision by the government itself.
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Abstrak: Indonesia adalah negara maritim sebab daratan-daratan di Indonesia dikelilingi oleh
lautan, sehingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui sektor perikanan. Sektor
perikanan dapat dikembangkan dengan baik dengan melakukan penanaman modal baik
penanam modalnya dari asing maupun dalam negri. Pemerintah membuka peluang seluas-
luasnya bagi penanam modal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, sehingga sektor perikanan di Indonesia dapat lebih mendapat perhatian bagi
investor asing, karena penanaman modal asing dapat memajukan perekonomian demi
mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kiranya perubahan peraturan terhadap
sektor perikanan ini dapat membuahkan hasil yang maksimal terhadap kemajuan ekonomi
Indonesia melalui prosedur baru yang diterapkan serta pengawasan oleh pemerintah itu sendiri.

Kata Kunci: Sektor Perikanan, Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan fakta yang
menunjukan hal demikian maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi
dengan lautan. Indonesia sebagai negara ‘maritim’ memiliki kekayaan dibidang kelautan dan
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juga perikanan yang amat luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki
17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah
tersebut 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Hanya 2,01 juta km2 yang berupa daratan.!

Dalam hal potensi kelautan, terdapat jenis dan potensi yang sangat beragam, mulai dari
pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagaianya, dan dalam hal potensi
perikanan, Indonesia juga memiliki bidang usaha di bidang perikanan yang beragam seperti
usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya atau akuakultur, dan usaha perikanan
pengolahan.

Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada
tahun 2019, nilai ekspor hasil perkanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 dimana nilai
tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor tahun sebelumnya, yakni tahun 2018. Hasil laut seperti
udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari.
Banyaknya hasil produksi perkanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa
pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.?

Bidang perikanan sebagai salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan
nasional, khususnya di bidang penyediaan kebutuhan protein hewani untuk penduduk
Indonesia. Hasil laut yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah, khususnya di wilayah ZEEI
(Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Potensi sumber daya alam hayati di ZEEI merupakan
potensi yang memberikan kemungkinan untuk dimanfaatkan secara langsung. Sumber daya
alam hayati tersebut, sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh
perairan Indonesia.®

Saat ini pemanfaatan sumber daya ikan untuk meningkatkan taraf hidup yang
berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengolahan perikanan, pengawasan, dan sistem
penegakan hukum masih kurang optimal. Sehingga perlu adanya pembangunan dalam
mengoptimalkan sumber daya ikan tersebut. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi
salah satu faktor utama untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya ikan yang ada
di Indonesia. Untuk meingkatkan pembangunan ekonomi dalam sektor perikanan di Indonesia
diperlukan suatu kegiatan usaha dalam mengolah hasil sumber daya ikan tersebut. Bahwa
sektor perikanan di Indonesia masih memerlukan beberapa pembenahan, seperti sumber daya
manusia yang berkualitas, keamanan berusaha, konsistensi kebijakan, kepastian huku,
kebijakan pajak yang baik, hingga ketersediaan sumber modal.*

Ketersediaan modal yang masih terbatas menjadikan pertumbuhan yang lamban untuk
meningkatkan kualitas perikanan di Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi di
sektor perikanan maka pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada pihak
asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pengertian dari penanaman modal itu sendiri
menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.®

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan Kerja,

! Oki Pratama, “ Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”
https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-
perikanan-indonesia (diakses pada 4 November 2021, pukul 15.40)

2 ibid

3 Frans E. Likadja & Daniel F. Bessi, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1998), h. 41.

4 Eddy Afrianto, et.al., Kamus Istilah Perikanan, Kanisius, Bandung, him 103

5> UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
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meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing
dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolak ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi
riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negri dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat tujuan dari penanaman modal yang sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, target untuk
mencapai pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tinggi disektor perikanan Indonesia tidak
lain salah satunya adalah dari tingkat investasi penanaman modal, baik penanaman modal asing
atau penanaman modal dalam negeri. Target tersebut dapat ditempuh apabila kebijakan-
kebijakan mengenai penanaman modal dan suasana usaha sudah kondusif dan atraktif bagi para
penanam modal.

Penanaman modal asing (PMA) terhadap sektor perikanan di Indonesia dapat
membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ¢, namun di sisi lain ada beberapa
dalmpak yang dialami oleh golongan nelayan lokal. Dampak-dampak tersebut dapat
mematikan usaha nelayan lokal dan mengurangi pendapatan di sektor lokal. Hal ini
menimbulkan pro dan kontra mengenai penanaman modal asing di sektor perikanan dan
pertumbuhan ekonomoi masyarakat lokal. Banyak perusahaan asing yang kerap melakukan
kecurangan-kecurangan di sektor perikanan, misalnya status hukum perusahaan tidak berubah
menjadi perusahaan PMA, perusahaan yang fiktif, langsung. Membawa ikan keluar negeri dan
pelanggaran fishing ground.

Akan tetapi, pemerintah sudah mulai mengatasi permasalahan-permasalah tersebut,
dengan langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan dan diterapkan oleh Mantan Menteri
Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019, yang menentang keras tentang penangkapan ikan
yang merusak lingkungan, contohnya Perikanan tangkap yang menggunakan alat tangkap ikan
yang tidak sesuai dengan SNI. Sejak pergantian periode masa jabatan, terpilihnya Menteri
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru yakni Edhy Prabowo, hal tersebut diperbolehkan
kembali, tetapi setelah tertangkapnya mantan Menteri KKP tersebut, dan digantikan oleh Sakti
Wahyu Trenggono, peraturan mengenai larangan untuk menggunakan alat tangkap yang tidak
sesuai dengan SNI tersebut diberlakukan kembali.

Persoalan mengenai perizinan untuk menanam modal dari pihak asing maupun dalam
negeri juga sudah dimudahkan, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Dimana peraturan perundang-undangan tersebut menurut Badan
Koordinasi Penanaman Modal diyakini akan membawa dampak positif terutama dalam hal
mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian
nasional. Hal ini dijabarkan oleh BKPM karena Undang-Undang Cipta Kerja membuat lebih
mudahnya pembukaan usaha (kemudahaan berusaha) dalam hal perizinan berusaha bagi
investor, serta di penguatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dimana hal ini
ditegaskan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa berlakunya Undang-Undang Cipta
Kerja akan memberikan ruang yang sangat besar bagi UMKM.’

Serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai
perubahan tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dimana dalam perubahan ini
terjadi pemindahan kekuasaan, yakni sentralisasi, dimana pemerintah pusat mengambil alih
urusan perizinan usaha di bidang perikanan, dibantu dengan pemerintah daerah.®Berdasarkan

®Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Penanaman Modal Asing di Indonesia”
https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia (diakses
pada tanggal 4 November 13.07)

" Kementerian Investasi / BKPM, “UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja”
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja
(diakses pada tanggal 4 November pukul 13.10)

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu
Bagaimana dampak pelaksanaan prosedur penanaman modal asing di sektor perikanan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Dan Bagaimanakah
pengaturan dan pengawasan pemerintah mengenai penanaman modal di sektor perikanan
Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

METODE

Penelitian hukum (yuridis) normatif, yakni penelitan terhadap bahan hukum berupa
peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum positif yang berlaku. Berkaitan dengan
penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang
dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapan
yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum
yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini
pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum
pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan
putusan tersebut.

Metode pendeketan yang dilakukan , dimana data sekunder yang digunakan berupa
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak pelaksanaan prosedur penanaman modal asing di sektor perikanan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengertian Penanaman Modal Asing atau Foreign Investment menurut Pasal 1 Angka
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negri.® Selanjutnya, definisi Foreign Investment juga dikemukakan oleh Para Ahli
salah satunya oleh seorang akademisi hukum Prof. M. Sornarajah, dimana ia mengartikan
bahwa foreign investment adalah transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari
suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan
keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.*°

Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, dimana julukan ini melekat karena
sebagaian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh Perairan, konsep negara maritim ini
dimaksud dengan negara yang luas wilayah perairannya lebih besar daripada wilayah
daratannya. Oleh karena wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada daratan, maka
Indonesia memiliki potensi yang lebih besar di bidang kelautan dan perikanan.

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sektor atau bidang yang patut menjadi sorotan
dalam hal investasi, karena potensinya yang besar untuk dikembangkan serta dikelola.
Pengertian perikanan itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi :

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, prduksi,

% Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
10 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004),
him. 7.
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pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan. «!

Undang-Undang Perikanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 20009,
dimana terdapat beberapa pasal yang dirubah melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , atau Omnibus Law. Omnibus Law adalah istilah untuk
menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan
dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah Undang-
Undang lain. Konsep Undang-Undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum seperti
di Amerika Serikat, dan jarang ditemui dealam sistem hukum sipil seperti di Indonesia.'?
Dimana di Indonesia Omnibus Law itu baru pertama kali diterapkan melalui berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Cakupan perubahan Undang-Undang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut
sangat luas, salah satunya di bidang perikanan, salah satu perubahan ada pada sentralisasi
kewenangan, yang sebelumnya kewenangan semua berada di tangan Kementrian Kelautan dan
Perikanan, sekarang dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Apabila terdapat kewenangan yang
berada pada Pemerintah Daerah sekalipun, maka Kriteria untuk memiliki izin usaha-nya harus
dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan yang signifikan berada pada perizinan usaha yang dipermudah, dimana
terdapat banyak sektor yang perizinan usahanya diselenggarakan berdasarkan perizinan
berusaha berbasis risiko. Pada peraturan sebelumnya, terdapat prosedur yang lebih rumit bagi
Investor untuk menanam modal pada sektor perikanan, akan tetapi sekarang setelah
dipermudahnya izin untuk investor terutama investor asing, maka membuka peluang untuk
para investor terutama investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, melalui
penanaman modal asing dalam hal untuk memajukan perekonomian nasional.

Beberapa Pasal Undang-Undang Cipta Kerja menggabungkan jenis-jenis izin.
Contohnya, Pasal 18 Angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan terminologi
“Perizinan Berusaha”, dimana teks asli pada Undang-Undang sebelumnya menggunakan 2
(dua) terminologi berbeda yaitu “izin lokasi” dan “izin pengelolaan”. Dapat diartikan bahwa
terjadi penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui berlakunya
peraturan ini. Contoh lainnya adalah Pasal 27 Angka 5 dan Pasal 27 Angka 6 Undang-Undang
Cipta Kerja yang menggunakan frasa “Perizinan Berusaha” dimana teks pada Undang-Undang
sebelumnya adalah SIUP (Surat 1zin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izini Penangkapan Ikan),
dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Tidak ada pasal maupun penjelasan dalam
Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat memberikan pemahaman mengenai bagaiamana
materi muatan dan fungsi izin-izin tersebut dapat dipertahankan setelah diubah/dileburkan ke
dalam “Perizinan Berusaha”. 13

Selain hal tersebut, Pasal 22 Angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah “Izin
Lingkungan” menjadi “Persetujuan Lingkungan”. Digantinya izin menjadi persetujuan akan
menurunkan fungsi, efektivitas, dan pengendalian. 1zin memiliki kemampuan untuk secara
efektif berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan, pencegahan pelanggaran, dan
pengawasan masyarakat.4

11 pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2 yuli Nurhanisah & Chyntia Devina, “Omnibus Law, UU ‘Sapu Jagad’ di Bidang Hukum”
https://web.archive.org/web/20200217084242/http://indonesiabaik.id/infografis/omnibus-law-uu-sapu-jagad-
di-bidang-hukum (diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 8.40)

13 Indonesia Ocean Justice Initiative, “Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan”,
https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/10J1-Analisis-UU-Cipta-Kerja-Sektor-Kelautan-
dan-Perikanan.pdf (diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 8.49)

14 1bid.
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Karena sekarang dipermudahnya urusan perizinan yang sederhana, Untuk membuka
peluang di sektor perikanan agar banyak investor yang masuk, dalam hal ini khususnya investor
asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor perikanan Indonesia , karena tahun-tahun
sebelumnya sektor perikanan di Indonesia adalah sektor yang paling tidak diminati oleh
investor.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya
menimbulkan dampak positif, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya
juga berkaitan dengan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat, dimana hal ini dapat
mengurangi fungsi kontrol terhadap tingkat eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.
Di sektor perikanan, kewenangan untuk menetapkan potensi perikanan yang sebelumnya
berada pada Menteri berpindah ke Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden. Padahal,
Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang mumpuni dan
berwenang dalam hal pengelolaan ikan.'®> Sentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat
juga mereduksi hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.16

Pengawasan pemerintah mengenai penanaman modal di sektor perikanan Indonesia
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Omnibus Law banyak mengganti dan/atau mencabut peraturan yang berlaku, dengan
memberlakukan peraturan yang baru. Sehingga, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut, Pemerintah pada sektornya masing-masing mengeluarkan banyak aturan
pelaksanaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja itu sendiri.

Pada sub-bab sebelumnya telah dibahas tentang sentralisasi dimana sebelumnya
kewenangan diserahkan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah, sekarang kewenangan
tersebut berada pada Pemerintah Pusat. Akan tetapi, tidak banyak terjadi perubahan dalam hal
pengawasan di sektor Perikanan.

Dalam sektor perikanan, pengawasan di sektor perikanan diatur dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas
Pengawas Perikanan. Dimana dijelaskan bahwa pengawas perikanan adalah pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan dan telah diangkat menjadi pengawas perikanan, dapat
berasal dari instansi pusat maupun instansi daerah.’

Pengawasan terhadap sektor Perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan
dijelaskan dalam Bab Il tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, dan dalam Pasal 9 mengatur
hal-hal yang diawasi oleh pengawas perikanan, yang berbunyi :

“Pasal 9
(1) Pelaksanaan tugas pengawasan perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap :
a. penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;

. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;

. pelindungan jenis ikan;

. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;

O OO0

15 Muhammad Yunus, “7 Dampak Negatif UU Cipta Kerja Terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan”
https://sulsel.suara.com/read/2020/10/07/115220/7-dampak-negatif-uu-cipta-kerja-terhadap-sektor-kelautan-
dan-perikanan?page=all (diakses pada tanggal 5 November Pukul 13.28)

16 pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

17 pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas
Pengawas Ikan
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f. pemanfaatan plasma nutfah;

g. penelitian dan pengembangan perikanan;

h. pembangunan kapal perikanan di galangan kapal; dan

I. pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha perikanan.

(2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. patroli pengawasan; dan
b. pemantauan pergerakan Kapal Perikanan.

(3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:

a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan,
dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;

b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma
nutfah;

C. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;

d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan
pengembangan perikanan; dan

€. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan Kkriteria
kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

(4) Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dilakukan untuk:

a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan;
b. mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; dan
c. penyelamatan terhadap Kapal Perikanan yang menghadapi masalah di laut.

(5) Apabila dalam patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat
Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau
membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal
Perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. « 18

Dalam sektor perikanan, dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5

Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan lkan, Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa Menteri,
Gubernur Bupati / Walikota mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin melakukan usaha di sektor perikanan.®

Pada dasarnya pengawasan di sektor perikanan bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan hak dan kewajiban antara penanam modal yang melakukan kegiatan usaha
dengan pemerintah sebagai menerima modal. Pengawasan ini sangat diperlukan untuk menjaga
kelangsungan usaha mulai dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sampai pada
pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas peraturan
yang berlaku.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PMA di sektor perikanan Indonesia memiliki peranan penting dalam
memajukan perekonomian untuk mewujudkan pembangunan nasional. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, pada prinsipnya memberi penyederhanaan
perizinan dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha maupun investor untuk memulai dan
menjalankan usaha di Indonesia. Salah satu sektor usaha prioritas pada UU Cipta Kerja ini
yaitu sektor kelautan dan perikanan, dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya sektor kelautan
dan perikanan yang paling tidak diminati oleh investor, baik asing maupun dalam negeri. Akan

18 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas
Perikanan
19 pasal 26 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengelolaan Ikan
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tetapi, sentralisasi kewenangan kepada Pemerintah Pusat dapat melemahkan fungsi otonomi
yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pengawasan merupakan tugas penting yang harus
dilaksanakan dalam bidang apapun, dalam sektor perikanan pengawasan dilakukan oleh
Pengawas Perikanan dimana dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47/Permen-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, mengatur tentang
pengawasan dalam aktivitas penangkapan ikan hingga perlindungan dan penghormatan hak
asasi manusia pada usaha perikanan. Dimana pengawasan dilakukan untuk menciptakan
keseimbangan hak dan kewajiban, antara penanam modal dengan pemerintah.
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